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MASALAH PENYEDIAAN TANAH DALAM
HUBUNGAN DENGAN PENGEMBANGAN KoOTA

Oleh Budhy Tjahjati S. Soegijoko

The growing demand on land, while the supply is limited, is the reason for the sharp increase in the
value of land in urban area. On the one hand, the provision of urban infrastructure services using
land as the bases of activities are forced to fulfill the ever growing demand of human needs. Cn the
other hand, the improvements of infrastructure services are responsibility of the government.

The accumulation of that condition resulted in the degradation of the urban environmental quality,
such as the spread of slum area, the increase in traffic congestion, and poor utility services.

Pendahuluan

Laju pertumbuhan penduduk perkotaan pada
dasawarsa 1980-1990 meningkat dengan laju
jauh di atas rata-rata laju pertumbuhan pendu-
duk nasional, yaitu 5,4 % per tahun. Laju per-
tumbuhan rata-rata nasional pada kurun yang
sama hanya sebesar 1,97 %. Dengan demikian
jumlah penduduk perkotaan pada kurun waktu
tersebut meningkat dari 32,8 juta jiwa pada
tahun 1980 menjadi 55,4 juta jiwa pada tahun
1990. Melihat kecenderungan itu, maka diper-
kirakan proporsi penduduk perkotaan akan me-
ningkat menjadi 40,3 % pada akhir Repelita Vi
dan menjadi 57,2 % pada akhir PJP |l

Pertambahan jumlah penduduk di perkotaan
yang sangat tinggi tersebut membawa dampak
pada meningkatnya kebutuhan pelayanan pra-
sarana dan sarana perkotaan yang pada akhir-
nya meningkatkan kebutuhan tanah. Selain itu,
meningkatnya kegiatan sosial-ekonomi di per-
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kotaan sebagai bagian dari pertumbuhan dan
perkembangan kota juga merupakan penyebab
meningkatnya permintaan terhadap tanah.

Meningkatnya permintaan tanah dan terbatas-
nya persediaan tanah di perkotaan merupakan
penyebab terus meningkatnya nilai tanah di
perkotaan. Dari sisi penyediaan pelayanan pra-
sarana dan sarana perkotaan yang memper-
gunakan tanah sebagai basis kegiatan, maka
terus meningkatnya nilai tanah di perkotaan
merupakan kendala bagi peningkatan pelaya-
nan prasarana dan sarana tersebui, sedang-
kan di sisi lain peningkatan pelayanan merupa-
kan tanggung jawab pemerintah yang harus di-
penuhi.

Akumulasi keadaan tersebut pada akhirnya
menyebabkan semakin menurunnya kondisi
lingkungan perkotaan, seperti meluasnya ling-
kungan kumuh, meningkatnya kemacetan lalu
lintas, ketidakteraturan tapak kawasan dan
in-efisiensi dalam penggunaan tanah, rendah-
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nya pelayanan angkutan umum, rendahnya pe-
tayanan- air bersih, rendahnya pelayanan ke-
bersihan, dan semakin tidak terjangkaunya (se-
makin mahal} pelayanan prasarana dan sarana
khususnya bagi masyarakat berpendapatan
rendah.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan tanah terse-
but, dikembangkan beberapa pendekatan an-
tara lain melalui pendekatan konsolidasi tanah
perkotaan, pembangunan kawasan siap ba-
ngun, dan pembangunan kota baru. Keselu-
ruhan pelaksanaan pendekatan-pendekatan
tersebut secara yuridis formal dimungkinkan
karena didukung oleh peraturan perundang-
undangan, seperti: konsclidasi tanah perko-
taan didukung oleh UU Nomor § tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
dan Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun
1991 tentang Konsolidasi tanah. Pembangu-
nan kawasan siap bangun dan pembangunan
kota baru berdasarkan UU Nomor 4 tahun
1992 tentang Perumahan dan Permukiman.
Namun dalam pelaksanaannya masing-masing
pendekatan mempunyai kendala yang tidak
mudah untuk dipecahkan.

Selain itu, guna meningkatkan kemudahan ba-
gi penyediaan pelayanan prasarana dan sara-
na umum, maka telah dikeluarkan Keputusan
Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Penga-
daan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan
untuk Kepentingan Umum.

KonsolidasiTanah

Konsolidasi tanah adalah kebijaksanaan perta-
nahan mengenai penataan kembali pengua-
saan dan penggunaan tanah serta usaha pe-
ngadaan tanah untuk kepentingan pembangu-
nan, untuk meningkatkan kuaiitas lingkungan
dan pemeliharaan sumber daya alam dengan
melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Tujuan
konsolidasi tanah adalah untuk mencapai pe-
manfaatan tanah secara optimal melalui pe-
ningkatan efisiensi dan produktifitas penggu-
naan tanah. Dengan demikian, konsolidasi ta-
nah pada dasarnya merupakan solusi terbaik
bagi pengadaan tanah di perkotaan. Namun
pada kenyataannya pendekatan konsolidasi
tanah pun mempunyai kendala yang cukup be-
rat, khususnys bagi kawasan perkotaan yang
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mempunyai dinamika perubahan yang cukup
tinggi.

Bagi kota-kota dengan tingkat dinamika peru-
bahan rendah, maka konsolidasi tanah meru-
pakan solusi yang sangat tepat, karena kece-
patan pertambahan nilai tanah sebagai akibat
dari penataan kembali penguasaan dan peng-
gunaan tanah dan penyediaan prasarana dan
sarana penunjangnya pada umumnya lebih
tinggi daripada kecepatan pertambahan nilai
tanah tanpa intervensi melalui konsolidasi ta-
nah. Hal ini dilihat dari keberhasilan konsoli-
dasi tanah yang telah dilakukan hingga saat ini
seperti di Bali (sebelum boom pengembangan
hotel dan tempat peristirahatan) dan Sumatera
Barat.

Bagi kota-kota yang mempunyai dinamika pe-
rubahan yang sedang atau tinggi seperti ka-
wasan Jabotabek, Mebidang, Bandung Raya,
Gerbangkertasusila, Jalur Pantura, maka pe-
ningkatan efisiensi dan produktivitas penggu-
naan tanah melalui konsolidasi tanah dapat di-
indikasikan akan menghadapi hambatan. Se-
cara ekonomi, hal ini disebabkan oleh karena
perubahan nilai tanah demikian cepatnya se-
hingga masyarakat tinggal menunggu ’'capital
gain’ dari tanah yang telah dimilikinya tanpa
harus mefakukan perubahan terhadap persil
yang ada. Sedangkan apabila dilakukan kon-
solidasi tanah maka akan terjadi perubahan
persii yang pada dasarnya terjadinya peruba-
han luas tanah yang dimilikinya {pada umum-
nya berkurang). Phenomena ini dapat dilihat
terutama di kawasan-kawasan pinggir kota me-
tropolitan dan kota-kota besar lainnya, seperti
kawasan-kawasan pinggir Kota Jakarta yang
tercakup sebagai bagian dari wilayah Kabu-
paten Bogor, Bekasi, dan Tangerang.

Untuk mengantisipasi phenomena seperti yang
telah terjadi pada kota metropolitan dan kota
besar, maka pertu dilakukan peningkatan pe-
mahaman tentang konsolidasi tanah bagi ma-
syarakat (melalui penyuluhan) khususnya bagi
kota-kota berukuran sedang dan kecil sehing-
ga kota-kota tersebut mempunyai kesempatan
untuk dapat mengakomodasikan pertumbuhan
dan perkembangan kotanya sebagai dampak
dari pertambahan penduduk dan pertumbuhan
ekonomi kota.
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Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan
akan tanah sebagai akibat pertumbuhan dan
perkembangan kota, maka diharapkan pende-
katan konsolidasi tanah sebagai upaya optima-
lisasi penggunaan tanah jangan hanya menjadi
sebuah peraturan perundang-undangan yang
tidak dilaksanakan atau hanya sebagai pres-
tasi dokumen saja.

Pengembangan dan Pembangunan
Kawasan Siap Bangun

Sesuai dengan UU Nomor 4 tahun 19292, maka
guna memenuhi kebutuhan rumah dalam rang-
ka peningkatan dan pemerataan Kesejahteraan
rakyat serta mewujudkan perumahan dan per-
mukiman yang layak dalam lingkungan yang
sehat, aman, serasi, dan teratur maka periu
dilakukan penataan perumahan dan permuki-
man.

Untuk itu, maka pemenuhan kebutuhan permu-
kiman akan diwujudkan melalui pembangunan
kawasan permukiman skala besar yang teren-
cana secara menyeluruh dan terpadu serta
memenuthi persyaratan sebagai kawasan siap
bangun, seperti telah tersedianya rencana tata
ruang yang rinci, tersedianya data mengenai
luas, batas, dan pemilikan tanah, serta terse-
dianya jaringan primer dan sekunder prasa-
rana lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, maka pembangunan
kawasan siap bangun dapat dikaitkan dengan
pelaksanaan konsolidasi tanah (pasal 22 ayat
1} serta dapat dilakukan secara bertahap yang
meliputi kegiatan pematangan tanah; penata-
an, penggunaan, penguasaan dan pemilikan
tanah; penyediaan prasarana lingkungan;
penghijauan lingkungan; dan pengadaan tanah
untuk sarana lingkungar.

Pada dasarnya proses pembangunan kawasan
siap bangun identik dengan pendekatan 'gene-
ral land banking’, untuk membedakan dengan
terminologi ‘project land banking (advanced
land acquisition). Secara teoritis, pendekatan
‘general land banking' dipergunakan untuk
mempengaruhi nilai tanah {pengendalian har-
ga tanah} dan atau untuk pengendalian peng-
gunaan tanah. Pendekatan general tand ban-
king dapat dilaksanakan asalkan memenuhi
beberapa persyaratan khusus seperti tujuan
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diadakannya land banking dimengerti dan di-
ferima masyarakat, mempunyai dana yang
mencukupi sebagai modal kerja, sumber daya
manusia yang memenuhi persyaratan, institusi
pengelola yang transparan, sistem informasi
dan administrasi pertanahan yang well defined,
iklim ekonomi dan kependudukan yang men-
dukung untuk pelaksanaan land banking. Apa-
kah Indonesia telah memiliki seluruh persya-
ratan tersebut?

Tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan
tersebut di atas dan atau pemaksaan untuk
terlaksananya pembangunan kawasan siap ba-
ngun (kKarena sudah ada Ub-nya) tanpa per-
siapan yang matang dan telah disesuaikan de-
ngan kultur masyarakat Indonesia dikhawa-
tirkan malah akan memunculkan dampak sam-
pingan yang negatip seperti melonjaknya nilai
tanah sebagai dampak dari pengadaan tanah
dalam skala besar dan monopolistik serta me-
luasnya spekulasi tanah sebagai akibat gagal-
hya pengendalian harga tanah. Dampak nega-
tip yang paling dikhawatirkan adalah semakin
meluasnya kesenjangan dan semakin mening-
katnya kesulitan mendapatkan pelayanan pe-
rumahan dan permukiman bagi masyarakat
berpendapatan rendah yang pada akhirnya
menimbulkan gejolak politik.

Pendekatan general land banking yang identik
dengan pengembangan kawasan siap bangun
walaupun seringkali gagal pelaksanaannya
{(membawa dampak negatip yang lebih besar
daripada manfaatnya) pernah berhasil, yaitu di
Swedia yang mempunyai kondisi bertolak bela-
kang dengan kondisi di Indonesia, yaitu tingkat
pertumbuhan penduduk yang sangat rendah
dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi.

Pengembangan dan
Pembangunan Kota Baru

Pendekatan pengembangan dan pembangu-
nan kota baru merupakan salah satu usaha
mengurangi tekanan yang berlebihan pada
suatu kota, sehingga kota induk dapat mela-
yani penduduknya dengan baik dan pertamba-
han kebutuhan pelayanan prasarana dan sa-
rana sebagai akibat pertambahan penduduk
dapat diakomodasikan dengan baik pula.
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Pengadaan tanah berkenaan dengan pengem-
bangan dan pembangunan kota baru dikenal
sebagai 'project land banking (advanced fand
acquisition)’, yaitu pengadaan tanah bagi se-
suatu keperfuan dilaksanakan jauh-jauh hari
sebelum konstruksi pembangunan tersebut di-
jaksanakan. Hal ini dilakukan untuk mengan-
tisipasi terjadinya kenaikan harga tanah (bukan
spekulasi karena tanah tersebut telah ’'given’
untuk sesuatu penggunaan). ‘

Melalui pendekatan ini banyak hal yang diun-
tungkan, misalnya dapat ditekannya 'cost’ da-
lam penyediaan prasarana dan sarana, ren-
dahnya ‘social cost' yang harus ditanggung ka-
rena belum padatnya hunian pada tanah yang
dibebaskan, dan keuntungan sebagail akibat
economies of scale dalam pematangan tanah.
Namun secara ekonomis juga terdapat bebe-
rapa kerugian seperti hifangnya kesempatan
investasi di bidang produksi akibat investasi
dalam pengadaan tanah, ongkos pemeliharaan
tanah, dan ongkos penjagaan tanah dari jara-
han oknum yang tidak bertanggung jawab.

Walaupun telah diterapkan secara luas dan
relatif berhasil seperti Tea-Tree Gully di Aus-
tralia Selatan dan Louvain-La-Neuve di Belgia,
tetapi penerapan di Indonesia masih mengha-
dapi beberapa permasalahan. Hal ini dapat di-
lihat dalam pengembangan Kota Mandiri Bumi
Serpong Damai dimana masih menghadapi
permasalahan pembebasan tanah yang dikua-
sal oleh penduduk setempat dan spekulan ta-
nah. Hal ini tidak dapat diatasi karena kom-
pleksnya permasalahan yang dihadapi seperti
tidak lengkapnya sistem informasi dan adminis-
trasi pertanahan, kolusi antara penguasa wila-
yah dengan spekuian tanah, serta kolusi antara
oknum pemegang hak guna usaha dengan
spekulan tanah. Selain itu, dilihat dari sisi eko-
nomi adalah gagalnya kota tersebut berperan
sebagai kota mandiri. Hal ini dapat dilihat dari
masih tergantungnya mata pencaharian peng-
huni terhadap kota induk (Kota Jakarta}.

Namor 18/April 1995

Indikasai kegagalan tersebut, antara lain, pen-
dekatan pembangunan kota baru yang lebih
berorientasi kepada pembangunan perumahan
dan permukiman sebagai basis kegiatan, bu-
kan mengembangkan dan membangun kegi-
atan ekonomi sebagai basis kegiatan. Dengan
demikian, yang terjadi adalah masuknya peng-
huni kota baru yang tetap mempertahankan
mata pencahariannya di kota induk dan bukan
masuknya masyarakat yang akan menetap di
kota baru tersebut sebagai pekerja sektor-
sektor ekonomi akibat pengembangan dan
pembangunan sektor-sekior ekonomi yang ber-
basis di kota baru tersebut.

Dengan demikian, walaupun secara konsep-
sual 'advanced land acquisition’ adalah paling
tepat diilaksanakan sebagai usaha untuk me-
menuhi kebutuhan masyarakat terhadap peru-
mahan dan permukiman dalam skala besar
namun dalam pelaksanaannya tetap memerlu-
kan interaksi sistem yang baik dan sempurna,
khususnya sistem informasi dan administrast
pertanahan.
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